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ABSTRAK:

- Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan aspek penting bagi setiap daerah

guna mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Gresik
memiliki kewenangan dalam urusan wajib bidang ketenteraman, ketertiban umum,
dan pelindungan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Namun, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik
Nomor 15 Tahun 2013 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu,
diperlukan penetapan Peraturan Daerah baru yang mengatur Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat
saat ini.

Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;UU Nomor 12
Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 1965;UU
Nomor 8 Tahun 1981;UU Nomor 39 Tahun 1999;UU Nomor 38 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2022;UU Nomor 24 Tahun
2007;UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15
Tahun 2019;UU Nomor 23 Tahun 2014;PP Nomor 16 Tahun
2018;PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2011;PERMENDAGRI Nomor 80 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018;PERMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2019;PERMENDAGRI Nomor 26
Tahun 2020;PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana
telah diubah dengan PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020;
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan budaya disiplin masyarakat
dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang lebih tenteram, tertib, nyaman,
bersih, dan indah di Kabupaten Gresik. Partisipasi aktif seluruh komponen
masyarakat diperlukan untuk mencapai kondisi tertib yang diinginkan. Peraturan
ini menekankan pentingnya ketertiban umum, penyelenggaraan pelindungan
masyarakat, pembinaan, peran serta masyarakat, dan penguatan kelembagaan.
Pemerintah Daerah  memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan
ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk menangani gangguan ketertiban,
serta menegakkan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati. Setiap orang



berhak mendapatkan keamanan dalam berjalan kaki dan berlalu lintas, dengan
aturan yang jelas terkait tempat berjalan, menyeberang, dan menunggu angkutan
umum. Pembatasan kegiatan masyarakat dalam situasi bencana juga diatur untuk
melindungi masyarakat dari potensi bahaya. Dengan demikian, Peraturan Daerah
ini memberikan landasan hukum yang penting untuk menciptakan lingkungan
yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik.
CATATAN: - Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2022
- Status Peraturan daerah kabupaten gresik Berlaku
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